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'HARISSON INGATKAN
‘OPD TRANSPARAN

| PEMPROV Kalbar menegaskan komit-
mennya terhadap transparansi dan.
tata kelola pemerintahan yang akun-
tabel dengan dimulainya pemeriksaan
- tematik oleh Badan Pemeriksa Keu-
angan (BPK) RI Perwakilan Kalbar.
_Pemeriksaan ini secara resmi diawali
melalui Entry Meeting yang dipimpin
| Sekda Kalbar, dr Harisson di Ruang
| Rapat Tengkawang, Kantor Gubernur
- Kalbar, Senin 25 Agustus 2025
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yang menjadi objek peme-
riksaan agar bersikap ter-

' buka dan kooperatif.

“Saya minta OPD menyi-

» apkan dokumen dengan

baik, memberikan informa
si $ecara transparan, dan
menjadikan pemeriksaan

" ini sebagai sarana evalua-'

ENTRY MEETING - Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, dr h

PONTIANAK, TRIBUN
- Pemerintah Provinsi Ka-
limantan Barat menegas-

_kan komitmennya terhadap

transparansi dan tata kelola
pemerintahan yang akun-
tabel dengan dimulainya
pemeriksaan tematik oleh

Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) RI Perwakilan Kalbar.
Pemenksaan ini secara

resmi diawah melalu1 Entry
Meeting yang dipimpin Sek-

retaris Daerah Provinsi Kal-

‘bar, dr Harisson di Ruang

Rapat Tengkawang, Kantor
Gubernur Kalbar, Senin 25

- Agustus 2025. :
Pemeriksaan yang ber-

langsung selama 20 hari,

~ mulai 25 Agustus hingga 19

September 2025, akan fokus

lingkungan hidup di Kalbar.

- . Harisson saat Entry Meeting di Ruang Rapat Tengkawang,
 Kantor Gubernur Kalbar Senin 25 Agustus 2025. -

pada kepatuhan pengelolaan |

‘lingkungan hidup di enam

.OPD strategis: Disperindag

ESDM, DLHK, DPMPTSP,
Bappeda, PUPR, dan Satpol
PP Kalbar.

Dalam arahannya Sekda
Harisson menyebutkan bah-
wa pemeriksaan ini bukan

. sekadar kewajiban rutin, me-

lainkan peluang untuk mem-
perkuat kualitas tata kelola’

“Pemenksa;n' ini bagian

dari komitmen kita bersama

untuk mewujudkan p&n@
rintahan yang transp:

dan akuntabel. Bagi kami,

ini adalah momentum mem-
perbaiki kinerja dan me-
mastikan setiap kebijakan
benar-benar berpihak pada

si. Jangan dianggap beban,
tapi peluang untuk lebih

" baik,” tambahnya.
Harisson menckankan

bahwa isu lingkungan saat™

ini menjadi pridritas Pem-
prov Kalbar. “Mulai dari pe-
ngendalian alih fungsi lahan,
pengelolaan sampah, hingga
perlindungan sumber daya
alam, semua harus’ dijalan-
kan dengan prinsip berke-
lanjutan. Hasil pemeriksaan
ini akan jadi masukan ber-
harga bagi kebijakan kita ke
depan,” ujarnya.

Sementara itu, Ganesa

Kusbandana, Pengendali
Teknis Tim Pemeriksa BPK.

Rl Perwakilan Kalbar, mene-
gaskan bahwa pemeriksaan
dilakukan bukan untuk men-
cari kesalahan, melainkan
memastikan program perne-
rintah berjalan sesuai prinsip
akuntabilitas dan bermanfaat
nyata bagi masyarakat,
“Pemeriksaan ini fokus
pada bagaimana kebijakan
daerah mendukung pelesta-

rian hng}dulvg{ﬁ]}idix;; Kami
berhax ap adanya smergz

pen wuh dari OPD ,u_}ar hasil |
pemeriksaan lebih obyektif, |
komprehensif, dan membe-
rikan nilai tambah,” jelasnya.
Dengan dimulainya pe-
meriksaan ini, Pemprov |
Kalbar berharap rekomen-
dasi yang dihasilkan dapat
menjadi pijakan penting |
dalam mewujudkan pemba- |
ngunan berkelanjutan serta |
memperkuat kepercayaan |
publik terhadap tata kelola
peme zmmhcm (Lsem h. (ang) |

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan TU Kepala Perwakilan

BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat




